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Abstrak : Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung sebagai pelaku 
judicial review yang merupakan lembaga pelaku kekuasaan kehakiman 
memegang peranan yang sangat signifikan untuk menciptakan cita-cita 
negara yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945. Mahkamah Konstitusi 
dan Mahkamah Agung sebagai pelaku judicial review yang merupakan 
lembaga pelaku kekuasaan kehakiman memegang peranan yang sangat 
signifikan untuk menciptakan cita-cita negara yang tertuang dalam 
pembukaan UUD 1945. Namun tidak dapat dipungkiri oleh karena kekuasaan 
kehakiman dalam hal kewenangan judicial review dipegang oleh dua 
lembaga negara, membawa pengaruh dalam dataran teknis dan 
pembangunan hukum di Indonesia.  
 





Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 adalah hasil dari reformasi 
hukum pasca runtuhnya kekuasaan orde-orde sebelumnya, baik orde lama 
maupun orde baru. Amandemen UUD 1945 bukan hanya berkisar tentang 
perubahan struktur ketatanegaraan semata, tetapi dalam amandemen ini 
memberi ruang baru dalam kekuasaan kehakiman, yakni lahirnya sebuah 
lembaga negara salah satu pelaku kekuasaan kehakiman  yang 
kedudukannya sejajar dengan Mahkamah Agung, lembaga negara tersebut 
dikenal dengan nama Mahkamah Konstitusi. 
 
1 Dosen Fakultas Hukum Universitas Yapis Papua 
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Mahkamah Konstitusi lahir pada saat dilakukannya agenda reformasi 
di bidang hukum. Sesuai dengan konstitusi Mahkamah Konstitusi diberi 
wewenang antara lain tercantum dalam UUD 1945 Pasal 24C ayat (1), 
(1)menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, (2) 
memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya 
diberikan oleh Undang-Undang Dasar; (3) memutus pembubaran Partai 
Politik; (4) memutus perselisihan tentang hasil pemilu umum. Kewenangan 
tersebut adalah dalam tingkat pertama dan terakhir dan putusan Mahkamah 
Konstitusi bersifat final, yaitu langsung mempunyai kekuatan hukum tetap 
dan tidak terdapat upaya hukum untuk mengubahnya. Selain kewenangan 
itu, berdasarkan Pasal 24C ayat (2) jo Pasal 7B, Mahkamah Konstitusi juga 
berkewajiban untuk memeriksa, mengadili dan memutus mengenai pendapat 
DPR bahwa presiden dan wakil presiden telah melakukan pelanggaran 
hukum berupa penghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak 
pidana berat lainnya, ataupun perbuatan tercela, dan atau wakil presiden 
tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden dimana 
putusan ioni sifatnya tidak final karena tunduk pada putusan MPR, lembaga 
politik yang berwenang memberhentikan Presiden.2 
Dalam kaitannya untuk menguji undang-undang terhadap undang-
undang dasar, lebih dikenal dengan judicial review, berbeda dengan 
Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung juga diberi kewenangan dalam hal 
menguji di bawah undang-undang. Sehingga dapat dikatakan Mahkamah 
Konstitusi menguji dalam ranah bidang ketatanegaraan sedangkan 
Mahkamah Agung menguji dalam ranah peradilan. Pembagian wewenang ini 
berdasarkan dari aturan-aturan sebelum dilakukannya amandemen UUD 
1945. Menurut oleh Jimly Assidiqie, dalam hal judicial review Mahkamah 
 
2 Ni’matul Huda, Politik Ketatanegaraan Indonesia, FH UII Press, Yogyakarta, 
2001. hlm.195 
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Agung lebih dikaitkan dengan persoalan keadilan dan ketidakadilan bagi 
negara, sedangkan Mahkamah Konstitusi lebih dekat dikaitkan dengan 
jaminan hak konstitusionalitas keseluruhan peraturan perundang-undangan.3 
Perjalanan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu lembaga negara 
yang kewenangannya langsung diberikan oleh konstitusi menjadi sarana 
untuk melindungi hak-hak konstitusional bagi warganya, sehingga jika 
ditelusuri telah banyak undang-undang yang telah di judicial review oleh 
Mahkamah Konstitusi dan seiring waktu berjalan Mahkamah Konstitusi 
sebagai lembaga negara yang konsisten dalam penegakan konstitusi dan 
sebagai pengawal konstitusi. 
Sistem pemerintahan negara yang mengacu pada konstitusi membawa 
implikasi bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus sejalan dengan 
konstitusi dan tidak boleh bertentangan dengan sistem norma yang lebih 
tinggi. Namun perjalanan sistem ketatanegaraan yang mengedepankan 
kepentingan hak konstitusional warga negaranya mengatur hak menguji oleh 
hakim konstitusi dalam sebuah peraturan perundang-undangan yang paling 
tinggi yaitu UUD 1945, yang pada masa orde lama dan orde baru tidak 
tertuang dalam UUD 1945. 
Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung sebagai pelaku judicial 
review yang merupakan lembaga pelaku kekuasaan kehakiman memegang 
peranan yang sangat signifikan untuk menciptakan cita-cita negara yang 
tertuang dalam pembukaan UUD 1945. Namun tidak dapat dipungkiri oleh 
karena kekuasaan kehakiman dalam hal kewenangan judicial review 
dipegang oleh dua lembaga negara, membawa pengaruh dalam dataran 
teknis dan pembangunan hukum di Indonesia. Banyak permasalahan yang 
terjadi berkaitan dengan uji material peraturan perundang-undangan. Konsep 
diaturnya uji material oleh dua lembaga negara yakni Mahkamah Konstitusi 
 
3 Fatmawati, Hak Menguji Indonesia, Rajawali Press, Jakarta, 2005, hlm 98. 
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yakni menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar dan 
Mahkamah Agung yang menguji Undang-Undang menimbulkan kerancuan 
dikemudian hari dalam  penerapannya. 
Konsep pengaturan pembagian kewenangan dalam hal menguji 
peraturan perundang-undang menjadi sesuatu yang penting mengingat 
alasan tersebut dapat menyempurnaan sistem hukum yang berdasar atas 
konstitusi. Pada bulan Juni tahun 2000, keberadaan Mahkamah Konstitusi di 
Indonesia masuk dalam agenda pembahasan Tim Perumus PAH 1 BP MPR 
2000 mengenai Bab Kekuasaan Kehakiman, mengenai perlu tidaknya 
pengaturan mengenai Mahkamah Konstitusi.4 
Adanya judicial review yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan 
Mahkamah konstitusi, maka penelitian ini bermaksud mengambil perihal 
perbandingan judicial review yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan 
Mahkamah konstitusi. 
Dengan adanya penulisan ini diharapkan mampu menjawab persoalan 
mendasar tentang permasalahan hukum terkait dengan masalah judicial 
review di Indonesia yakni Perbandingan judicial review peraturan perundang-
undangan di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi pasca Perubahan 
UUD 1945. 
 
PEMBAHASAN DAN ANALISA 
 
Judicial Review oleh Mahkamah Agung Pasca Perubahan UUD 1945 
Salah satu kewenangan yang diberikan konstitusi kepada Mahkamah 
Agung sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, menguji peraturan 
perundang-undangan. Tujuan utama pemberian kewenangan hak menguji 
peraturan perundang-undangan kepada Mahkamah Agung dalam 
 
4 Ellydar Chaidir, Judicial Review di Indonesia Menata Negara Hukum Menjaga 
Eksistensi Bangsa,( Pidato Pengukuhan Guru Besar UIR) 8 November 2008. hlm 37 
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melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman, untuk mempertegas dan 
memperkokoh peran dan tugasnya agar mampu melaksanakan pengawasan 
terhadap semua tindak tunduk pemerintah atau penguasa.5 
Pasca Perubahan UUD 1945, kewenangan hak uji materiil oleh 
Mahkamah Agung ditegaskan pada Pasal 24A ayat (1) UUD 1945, yang 
berbunyi: “Mahkamah Agung berwenangan mengadili pada tingkat kasasi, 
menguji peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang terhadap 
Undang-Undang….” 
Berdasarkan pasal ini, konstitusi menegaskan: 
a. Mahkamah Agung berwenangan mengadili pada tingkat kasasi 
b. Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan 
dibawah undang-undang. 
Selanjutnya, mengenai kewenangan hak uji tersebut oleh Mahkamah 
Agung, dikemukakan lagi pada Pasal 11 ayat (2)  huruf b dan ayat (3) UU No 
4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan: “Mahkamah 
Agung mempunyai kewenangan menguji peraturan perundang-undangan 
dibawah undang-undang terhadap undang-undang. Pernyataan tidak berlaku 
peraturan perundang-undangan sebagai hasil pengujian, dapat diambil 
langsung kepada Mahkamah Agung”. 
Lebih lanjut, penjelasan pasal ini menyatakan, ketentuan Pasal 11 ayat 
(2) huruf b UU No 4 Tahun 2004 ini mengatur tentang hak uji oleh Mahkamah 
Agung terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dari 
undang-undang. Hak uji tersebut dapat dilakukan baik terhadap materi 
muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dan peraturan perundang-undangan 
tersebut yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang 
 
5 M. Yahya Harahap, Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan 
Penyelesaian Sengketa, Citra Aditya Bakti, Bandung. 1997, hlm. 43. 
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lebih tinggi maupun terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan 
yang bersangkutan.6 
Berkaitan sejauh mana batas jangkauan kewenangan hak uji yang 
diberikan undang-undang kepada Mahkamah Agung telah digariskan pada 
Pasal 31 ayat (1) UU MA yang berbunyi: “Mahkamah Agung mempunyai 
wewenang menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang 
terhadap undang-undang” 
Batas kewenangan hak uji oleh Mahkamah Agung pada saat ini 
berdasarkan Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 jo. Pasal 31 ayat (1) UU MA, tidak 
berbeda dengan Pasal 26 ayat (1) UU No 14 Tahun 1970 dan Pasal 31 ayat 
(1) UU No 14 Tahun 1985. Menurut ketentuan ini, hak uji yang diberikan 
kepada Mahkamah Agung hanya terbatas sepanjang mengenai peraturan 
perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya dibawah undang-
undang. Tidak meliputi hak uji undang-undang terhadap UUD. 
Dalam hal cara pelaksanaan penerapan kewenangan hak uji itu, diatur 
pada Pasal 31 UU No 14 Tahun 1985 yang diubah dengan UU No 5 Tahun 
2004, dan diubah lagi dengan UU No 3 Tahun 2009 menyatakan sebagai 
berikut: 
Pasal 31A 
1) Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah 
undang-undang terhadap undang-undang diajukan langsung oleh 
pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara 
tertulis dalam bahasa Indonesia. 
2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat 
dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh 
berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, 
yaitu: 
 
6 Penjelasan UU No 4 Tahun 2004 
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a. Perorangan warga negara Indonesia; 
b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai 
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan 
Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau 
c. Badan hukum publik atau badan hukum privat. 
3) Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat: 
a. Nama dan alamat pemohon; 
b. Uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan dan 
menguraikan dengan jelas bahwa: 
1. Materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian peraturan 
perundang-undangan di bawah undang-undang dianggap 
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih 
tinggi; dan/atau 
2. Pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi 
ketentuan yang berlaku; dan 
c. hal-hal yang diminta untuk diputus. 
4) Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
oleh Mahkamah Agung paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung 
sejak tanggal diterimanya permohonan. 
5) Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa pemohon atau 
permohonannya tidak memenuhi syarat, amar putusan menyatakan 
permohonan tidak diterima. 
6) Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan beralasan, 
amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan. 
7) Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), 
amar putusan menyatakan dengan tegas materi muatan ayat, pasal, 
dan/atau bagian dari peraturan perundang-undangan di bawah undang-
undang yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang 
lebih tinggi. 
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8) Putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan permohonan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (7) harus dimuat dalam Berita Negara atau Berita 
Daerah paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 
putusan diucapkan. 
9) Dalam hal peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang tidak 
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi 
dan/atau tidak bertentangan dalam pembentukannya, amar putusan 
menyatakan permohonan ditolak. 
10) Ketentuan mengenai tata cara pengujian peraturan perundang-undangan 
di bawah undang-undang diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung." 
Sebelum adanya perubahan kedua atas UU Mahkamah Agung, yang 
dapat mengajukan permohonan diatur dalam Pasal 31A ayat (1) UU No 5 
Tahun 2004 terdiri atas (1) pemohon (2) kuasanya. Hal ini tentu menimbulkan 
pertanyaan, apakah setiap orang atau warga negara memiliki legal standing 
atas legal persona standi in judicio menjadi pemohon pengujian peraturan 
perundang-undangan? Atau siapa saja yang memiliki wewenang untuk maju 
dan tampil didepan pengadilan mengajukan permohonan hak uji kepada 
Mahkamah Agung? Apakah hanya terbatas orang yang mempunyai 
kepentingan langsung saja yang memiliki persona standi in judicio? 
Maksudnya, apakah yang berhak atau yang berwenang mengajukan 
permohonan hanya orang yang mengalami akibat dari suatu perauran 
perundang-undangan.7 
Dengan adanya UU No 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, 
ditegaskan bahwa yang mempunyai kedudukan sebagai legal standing atau 
pihak yang dapat mengajukan permohonan adalah seperti yang disebutkan 
dalam Pasal 31A ayat (2).  Dalam pasal tersebut mengatur bahwa pihak 
dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Agung adalah pihak yang 
 
7 M. Yahya Harahap. Kekuasaan Mahkamah Agung..op.cit. hlm. 109. 
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menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-
undangan di bawah undang-undang, yaitu: (a) perorangan warga negara 
Indonesia (b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan 
sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan 
Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau (c) badan hukum 
publik atau badan hukum privat. 
Perubahan UUD 1945 khususnya terhadap kekuasaan kehakiman, 
hukum acara pelaksanaan Hak Uji Materiil diubah dengan PERMA No 1 
Tahun 2004 untuk menggantikan PERMA No 1 Tahun 1993 dan PERMA No 
1 Tahun 1999. 
PERMA No 1 Tahun 2004 disahkan pada tanggal 23 Maret 2004 
dengan pertimbangan dengan adanya berbagai perkembangan baru dan 
untuk lebih menjamin pelaksanaan prinsip “fairness” dalam pemeriksaan 
dalam peraturan perundang-undangan yang sedang diuji. Dalam PERMA No. 
1 Tahun 2004 ada beberapa hal yang diatur yaitu : 
1. Hak uji Materiil adalah hak Mahkamah Agung untuk menilai materi 
muatan peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang 
terhadap peraturan perundang-unadangan tingkat lebih tinggi. (Pasal 1 
ayat (1)) 
2. Peraturan prundang-undangan adalah kaidah hukum tertulis yang 
mengikat umum di bawah Undang-Undang. (Pasal 1 ayat (2)) 
3. Pengajuan Hak Uji Materiil ke Mahkamah Agung hanya dilakukan melalui 
permohonan keberatan. (Pasal 1 ayat (3)) 
4. Permohonan keberatan diajukan ke Mahkamah Agung dengan cara; (a) 
langsung ke Mahkmah Agung, atau (b) melalui Pengadilan Negeri yang 
membawahi wilayah hukum tempat kedudukan pemohon. (Pasal 2 ayat 
(1)) 
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5. Permohonan keberatan diajukan dalam tenggang waktu 180 hari sejak 
ditetapkan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. (Pasal 2 
ayat (4)) 
6. a. Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat permohonan keberatan 
beralasan, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan keberatan. 
(Pasal 6 ayat (1)) 
b. Mahkamah Agung dalam putusannya menyatakan dalam putusannya 
menyatakan peraturan tidak sah dan tidak berlaku untuk umum, serta 
memerintahkan kepada instansi yang bersangkutan segera 
mencabutnya. (Pasal 6 ayat (2)) 
c. Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan 
keberatan itu tidak beralasan, Mahkamah Agung menolak permohonan 
keberatan tersebut. (Pasal 6 ayat (3)) 
d. 90 (sembilan puluh) setelah putusan Mahkamah Agung tersebut 
dikirim kepada Badan Tata Usaha Negara yang mengeluarkan 
peraturan perundang-undangan tersebut, ternyata pejabat yang 
bersangkutan tidak melaksanakan kewajibannya, demi hukum 
peratururan perundang-undangan yang bersangkutan tidak 
mempunyai kekuatan hukum  (Pasal 8 ayat (2))  
 
Landasan Yuridis Judicial Review oleh Mahkamah Konstitusi 
Mahkamah Konstitusi adalah constitutional court yang ke-78 didunia, 
ditetapkan pada Perubahan Ketiga UUD 1945.8 Dalam Perubahan Ketiga 
Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24C ayat (1), Mahkamah Konstitusi 
mempunyai 4 (empat) kewenangan, yaitu (1) menguji undang-undang 
terhadap UUD, (2) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang 
 
8 Laica Marzuki. Pikiran-Pikiran Lepas. Sekertariat Jendral dan Kepaniteraan 
Mahkamah Konstitusi. Jakarta. 2008, hlm. 81. 
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kewenangannya diberikan oleh UUD, (3) memutus pembubaran partai politik, 
(4) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Selain wewenang 
itu, berdasarkan Pasal 24C ayat (2) Jo 7B, Mahkamah Konstitusi juga 
berkewajiban memeriksa, mengadili, dan memutus mengenai pendapat DPR 
bahwa Presiden atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum 
berupa penghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana, 
berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan atau pendapat Presiden dan/atau 
wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden/atau Wakil 
Presiden. 
Selain itu, seperti yang telah tertera pada PERMA No 2 Tahun 2002, 
Pasal III Aturan Peralihan UUD 19459 menegaskan, Mahkamah Konstitusi 
dibentuk selambat lambatnya 17 Agustus 2003, dan sebelum dibentuk segala 
kewenangannya dilakukan Mahkamah Agung (MA), maka dapat disimpulkan 
bahwa selain Mahkamah Agung yang melaksanakan kekuasaan kehakiman, 
ada lembaga lain yang juga akan melaksanakan kekuasaan kehakiman yaitu 
Mahkamah Konstitusi. 
Perdebatan tentang keberadaan Mahkamah Konstitusi ada dalam 
Sidang Tahunan MPR RI 7-15 Agustus 2000. 
Sekitar Juni 2000, dalam pembahasan Tim Perumus PAH 1 BP MPR 
2000 mengenai Bab Kekuasaan Kehakiman,10 sempat terjadi beberapa 
pendapat mengenai perlu tidaknya pengaturan mengenai Mahkamah 
Konstitusi. Dalam persidangan tersebut dicapai beberapa kesepatakan : 
1) Mahkamah Konstitusi diperlukan, namun sifatnya hanya sementara (Ad 
Hoc), hanya MA yang berwenang mengusulkan pembentukannya kepada 
MPR dan pengaturannya lebih lanjut diserahkan kepada UU. 
 
9 Jimly Asshiddiqie. Menuju Negara Hukum yang Demokratis. Sekertariat 
Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta. 2008, hlm. 470. 
10 Lihat Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 Buku VI Kekuasaan Kehakiman, hlm. 320. 
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2) Perlu dibentuk Mahkamah Konstitusi yang sifatnya permanen dalam 
lingkungan Mahkamah Agung. Mahkamah Agung  mengusulkan 
pembentukan Mahkamah Konstitusi pada MPR, dimana Presiden, 
Mahkamah Agung, dan DPR mengusulkan anggotanya. Oleh karena itu, 
kewenangan Mahkamah Konstitusiantara lain : 
a) Menguji secara materiil  atas UU dengan  UUD dan pertentangan 
antar UU; 
b) Memberikan putusan atas pembubaran partai politik; 
c) Memberikan putusan atas sengketa keabsahan hasil pemilu; 
d) Memutuskan sengketa antara instansi pemerintah pusat, pemerintah 
pusat dengan daerah, dan antara pemerintah daerah; 
e) Memberikan pertimbangan hukum kepada MPR mengenai laporan 
perilaku Presiden yang mengkhianati negara. 
Baru pada rapat pleno ke-36 PAH I11 di Gedung MPR/DPR tanggal 25 
September 2001 akhirnya disetujui adanya lembaga Mahkamah Konstitusi 
sebagai pucuk terakhir kekuasaan kehakiman di samping Mahkamah Agung. 
Dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua PAH I, Harun Kamil dan didampingi 
Ketua PAH I, Jakob Tobing itu, tak ada fraksi yang berkeberatan dengan 
keberadaan Mahkamah Konstitusi. Yang masih dipersoalkan adalah 
statusnya, apakah berdiri sendiri, atau berada di bawah Mahkamah Agung. 
Dari hasil rapat putaran kedua PAH I BP MPR, 6 November 2001, terdapat 
tiga pendangan yang mengemukakan12 pertama, Mahkamah 
Konstitusi.sebagai institusi kehakiman yang mendiri di luar Mahkamah 
Agung, oleh karenanya ia harus dimuat dalam pasal tersendiri (usulan F-KKI, 
F-KB). Ditambahkan pula oleh Fraksi Reformasi, bahwa dilihat dari sudut 
kewenangannya, antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. 
 
11 Ibid, hlm. 397. 
12 Ibid, hlm. 340. 
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memiliki perbedaaan. Mahkamah Konstitusi. lebih bertugas pada bidang 
ketatanegaraan dan penyelenggaiaan pemerintahan, sedangkan Mahkamah 
Agung mengadili perkara. Mahkamah Konstitusi. juga hanya memberi 
pendapat hukum sehingga Mahkamah Konstitusi.sama sekali tidak memberi 
sanksi. Oleh karenanya, ia harus ditempatkan tersendiri. Kedua, pandangan 
yang menginginkan Mahkamah Konstitusi.diletakkan dalam struktur MPR, 
karena objek pengujian Mahkamah Konstitusi. terkait dengan putusan-
putusan politik (usulan FPDIP). Ketiga, pandangan yang tidak begitu 
mempersoalkan kedudukan struktural Mahkamah Konstitusi, apakah 
Mahkamah Konstitusi berdiri sendiri, merupakan instrumen MPR, instrumen 
Mahkamah Agung, termasuk lembaga tinggi negara atau bukan. Yang 
terpenting adalah Mahkamah Konstitusi dapat melaksanakan fungsinya 
sesuai garis yang ditetapkan UUD 1945 (usulan F-PDIP). Dalam finalisasi 
materi Mahkamah Konstitusi, akhirnya disepakati, bahwa Mahkamah 
Konstitusi berada dalam struktur badan kehakiman dan posisinya berada di 
samping Mahkamah Agung,. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24 ayat 
(2) dan Pasal 24C. 
Kesepakatan pada bulan September 2001 dalam pembahasan 
Amandemen Ketiga UUD 1945, oleh seluruh fraksi dalam BP MPR adalah 
babak baru tentang keberadaan Mahkamah Konstitusi. 
Secara sistematik terbentuknya Mahkamah Konstitusi berarti 
membawa perubahan struktur badan judicial review Indonesia yang 
sebelumnya hanya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dengan kewenangan 
judicial review yang sangat terbatas. Seiring dengan momentum perubahan 
UUD ide pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia diterima sebagai 
mekanisme untuk mengontrol konstitusionalitas undang-undang terhadap 
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UUD. Selain itu pembentukan Mahkamah Konstitusi juga didorong oleh 
alasan sebagai berikut :13 
1. Sebagai konsekuensi dari perwujudan negara hukum yang demokratis 
yang berdasarkan hukum; 
2. Pasca Perubahan Kedua dan Ketiga, UUD 1945 telah mengubah 
hubungan kekuasaan secara besar-besaran dengan menganut sistem 
pemisahan kekuasaan berdasarkan sistem check and balances. 
3. Pemakzulan yang terjadi pada Abdurahman Wahid mengilhami 
tercetusnya pemikiran untuk mencari mekanisme yang digunakan dalam 
proses pemberhentian Presiden atau wakil presiden agar tidak senata-
mata didasarkan alasan politis. 
Selain Ketentuan tentang kewenangan Mahkmah Konstitusi 
melakukan pengujian UU terhadap UUD dalam UUD Pasal 24C ayat (1), 
kewenangan Mahkamah Konstitusi juga diatur dalam pasal 12 ayat (1) UU No 
4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. 
Pasal 12  
(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan 
terakhir yang utusannya bersifat final untuk: 
a. Menguji undang-undang terhadap UUD 1945 
b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang 
kewenangannya diberikan oleh UUD 1945 
c. Memutus pembubaran partai politik 
d. memutus perselisihan tentang hasil pemilu 
Selain itu ketentuan Mahkamah Konstitusi juga diatur dalam UU No 24 Tahun 
2003 tentang Mahkamah Konstitusi 
Pasal 10 
 
13 Lima Tahun Menegakkan Konstitusi, Sekertariat Jendral dan Kepaniteraan 
Mahkamah Konstitusi. Jakarta. 2008, hlm. 4-5. 
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Mahkamah Konstituai berwenang mengadili pada tingkat pertama dan 
terakhir yang putusannya bersifat final untuk : 
a. Menguji undang-undang terhadap UUD 1945 
b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya 
diberikan oleh UUD 1945 
c. Memutus pembubaran partai politik 
d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilu 
Pasal 10 ayat (2) 
“Mahkamah Konstitusi juga berkewajiban memeriksa, mengadili, dan 
memutus mengenai pendapat DPR bahwa Presiden atau Wakil Presiden 
telah melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan terhadap negara, 
korupsi, penyuapan, tindak pidana, berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan 
atau pendapat Presiden dan/atau wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat 
sebagai Presiden/atau Wakil Presiden”. 
Dengan ketentuan Pasal 24C UUD 1945 dan UU No. 24 Tahun 2003, 
maka ada dua badan kehakiman yang menjalankan kewenangan ini: 
Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-
undang Dasar, sedangkan Mahkamah Agung menguji peraturan perundang-
undangan di bawah undang-undang terhadap Undang-Undang. 
Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam hal melakukan pengujian 
undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar sering disebut dengan 
constitional review atau pengujian konstitusional.14 Dalam sistem constitional 
review itu tercakup dua tugas pokok, yaitu: (1) menjamin berfungsinya sistem 
demokrasi dalam hubungan peran interpaly antara cabang kekuasaan 
eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Constitutional review dimaksudkan untuk 
mencegah dominasi kekuasaan dam/ atau penyalahgunaan kekuasaan oleh 
salah satu cabang kekuasaan. (b) untuk melindungi setiap individu warga 
 
14 Jimly Asshiddiqie. Menuju Negara Hukum yang Demokratis. Op.cit. hlm. 493. 
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negara dari penyalahgunaan kekuasaan oleh lembaga negara yang 
merugikan hak-hak fundamental mereka yang dijamin dalam konstitusi15 
Dengan kata lain, tugas Mahkamah Konstitusi adalah untuk mengawal 
konstitusi atau UUD agar ketentuan dalam UUD dimaksud tidak menjadi 
huruf-huruf yang mati, hanya tertulis indah-indah dalam buku. Oleh sebab 
itulah Mahkamah Konstitusi diberi predikat sebagai pengawal konstitusi. 
Karena tugasnya demikian, maka dengan sendirinya interpretasi konstitusi 
yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi mengikat secara hukum sehingga 
Mahkamah Konstitusi secara otomatis juga merupakan the sole interpreter of 
the constitution.16 
Adapun kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem 
Ketatanegaraan RI yaitu dilihat dalam Pasal 24 ayat (2) menetapkan bahwa 
kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan 
peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, 
lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan 
peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. 
Mahkamah Konstitusi17 adalah bagian dari kekuasaan kehakiman, 
merupakan kekuasaan yang merdeka guna menegakkan hukum dan keadilan 
sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 24 (1) UUD 1945. Mahkamah 
Konstitusi bukan bagian dari Mahkamah Agung dalam makna perkaitan 
struktur unity of jurisdiction, seperti halnya dalam sistem hukum Anglo Saxon, 
tetapi berdiri sendiri serta terpisah dari Mahkamah Agung secara duality of 
jurisdiction. Mahkamah Konstitusi berkedudukan setara dengan Mahkamah 
Agung. 
 
15 Ibid. hlm. 494. 
16 I Dewa Gede Palguna, Mahkamah Konstitusi, Judicial Review, dan Welfare 
State. Sekertariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Jakarta. 2008, hlm. 48. 
17 Laica Marzuki, op.cit. hlm. 84. 
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Para ahli hukum pada umumnya sepakat bahwa urgensi judicial review 
adalah sebagai alat kontrol terhadap konsistensi peraturan perundang-
undangan dan peraturan-peraturan dasarnya. Hal ini mengingat ada yang 
berpendapat sebuah produk perundang-undangan harus melewati proses 
politik. 
Membahas mengenai judicial review memang bukan hal yang baru, 
mengingat negara Amerika Serikat sebagai negara pertama yang 
menerapkan judicial review ini telah berlaku sejak dahulu. Hal ini dilakukan 
untuk tetap menjaga supremasi konstitusi agar senantiasa nilai-nilai yang 
terkandung didalamnya tetap terjamin. Sedangkan berkenaan dengan 
lembaga mana yang berhak melaksanakannya, memang tidak sama di 
negara yang juga menganut judicial review. Perbedaan ini dilatarbelakangi 
oleh sistem hukum yang dianut disuatu negara tertentu. Di negara yang 
menganut sistem hukum common law pasti akan berbeda dengan negara 
yang menganut sistem civil law. Perbedaan yang paling mendasar adalah 
pada sistem common law memang hakimnya mempunyai keahlian dan 
dipersiapkan menjadi law maker, sedangkan pada sistem hukum civil law, 
hakim hanya sebatas menafsirkan suatu perundang-undangan, sehingga 
hakim dalam proses judicial review tidak membuat norma baru.18 
Sistem hukum yang dianut oleh suatu negara juga akan 
mempengaruhi proses judicial review suatu perundang-undangan. Adapun 
bentuk atau model dalam pelaksanaan judicial review yaitu sebagai berikut:19 
1. Centralized system. 
Negara yang menganut sistem ini antara lain, Jerman, Austria, Belgia, 
Perancis 
2. Desentralized system 
 
18 Fatmawati, Hak Menguji Indonesia…op.cit. hlm. 99. 
19 Jimly Asshiddiqie, Model-Model Pengujian Konstitusional Di Beberapa 
Negara…op. cit. hlm. 80. 
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Negara yang menganut sistem ini antara lain, Amerika Serikat 
Dari kedua model tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem pengujian 
konstitusional berdasarkan pemegang kewenangannya yang dimiliki secara 
ekslusif atau tersentralisasi pada lembaga atau hakim tertentu atau dapat 
dilakukan oleh setiap hakim disemua fortum pengadilan. 
Dari pemaparan diatas kemudian timbul pertanyaan bagaimana 
dengan model judicial review yang ada di Indonesia? 
Perubahan UUD 1945, membawa masa baru dalam sistem 
ketatanegaraan Indonesia,  dimana perubahan tersebut membawa Indonesia 
tidak lagi menganut pembagian kekuasaan melainkan sistem pemisahan 
kekuasaan dengan mekanisme check and balances. Selain itu Indonesia 
telah meninggalkan supremasi parlemen dengan memasuki supremasi 
konstitusi. 
Adanya supremasi konstitusi menuntut agar setiap perundang-
undangan yang dihasilkan tidak bertentangan dengan konstitusi, karenanya 
untuk menjaga konstitusi sebagai hukum yang ditempatkan paling tinggi 
dalam hirarki peraturan perundang-undangan diperlukan mekanisme untuk 
mengontrolnya. 
Judicial review yang diadopsi negara Indonesia saat ini merupakan 
kebutuhan yang penting dalam sistem ketatanegaraan kita sebagai 
konsekuensi berpindahnya konsep dari supremasi parlemen ke supremasi 
konstitusi. 
Bila dikaji dari latar belakang sistem hukum Indonesia, negara 
Indonesia lebih dipengaruhi sistem hukum yang sama berlaku di negara 
Jerman, Austria yaitu sistem hukum civil law dengan kewenangan judicial 
review berada di tangan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. 
Adanya Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang berhak menguji 
peraturan undang-undang terhadap undang-undang, pelembagaannya tidak 
berada dalam lingkungan Mahkamah Agung, dan keduanya mempunyai 
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kedudukan yang sejajar. Dari lembaga yang mempunyai wewenang untuk 
melakukan judicial review di Indonesia memang berbeda dengan lembaga 
yang berhak melakukan judicial review di negara lain penganut sistem hukum 
judicial review.20 
Untuk lebih jelasnya, analisis mengenai model judicial review yang ada 
di Indonesia adalah sebagai berikut: model lembaga yang melaksanakan 
judicial review diklasifikasikan dalam21 centralized system dan decentralized 
system. Sistem yang terdesentarlisasi adalah sistem pengujian konstitusional 
yang memberikan kewenangan kepada semua tingkatan pengadilan untuk 
memutuskan konstitusionalitas suatu peraturan hukum.22 Jika sebuah 
pengadilan biasa memiliki kompetensi menguji konstitusionalitas undang-
undang, mungkin hanya dalam bentuk untuk menerapkannya dalam kasus-
kasus konkret ketika menyatakan bahwa undang-undang tersebut tidak 
konstitusional sedangkan organ lain tetap wajib menerapkannya. Sepanjang 
sebuah undang-undang belum dibatalkan maka tetap berlaku. 
Sedangkan sistem sentralisasi adalah sistem pengujian yang 
memberikan kewenangan kepada pengadilan konstitusional khusus, bukan 
kepada sistem pengadilan biasa.23 Sistem ini dibentuk berdasarkan pemikiran 
Hans Kelsen24 yang menyatakan bahwa pelaksanaan aturan konstitusional 
tentang legislasi dapat secara efektif dijamin hanya jika sebuah organ selain 
badan legislatif diberikan tugas untuk menguji apakah sebuah hukum itu 
konstitusional atau tidak, dan tidak memberlakukannya jika sesuai dengan 
pendapat organ ini tidak konstitusional. 
 
20 www.google.co.id. Feri Amsari, Masa Depan MK:Kesesuaian Teori dan 
Imlementasi (dimuat dalam Jurnal Konstitusi), diakses pada tanggal 15 Mei 2009. pkl 21.05 
21 Jimly Assiddiqie, op. cit, hlm. 81. 
22 Ibid… hlm. 82. 
23 Ibid… hlm. 83. 
24 Ibid 
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Dari model centralized system dan decentralized system, maka sulit 
sekali memposisikan keberadaan model kekuasaan review oleh sebuah 
lembaga kehakiman di Indonesia. Indonesia membagi judicial review kedalam 
dua kekuasaan kehakiman yang ada yaitu Mahkamah Konstitusi dan 
Mahkamah Agung. Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan pengujian 
undang-undang terhadap undang-undang terhadap UUD, sedangkan 
Mahkamah Agung berwenang melakukan pengujian atas produk perundang-
undangan dibawah undang-undang terhadap UU. Konsep pemisahan 
tersebut terlihat aneh dikarenakan sama sekali tidak berkesesuaian dengan 
model sentralisasi ataupun desentralisasi. Jika dikatakan konsep lembaga 
review di Indonesia mencontoh konsep sentralisasi model Austria tidak tepat 
dikarenakan selain Mahkamah Konstitusi terdapat lembaga lain yang 
melakukan review, yaitu Mahkamah Agung. Namun apabila dikatakan konsep 
desentralisasi model Amerika itupun juga tidak tepat dikarenakan Mahkamah 
Konstitusi dan Mahkamah Agung tidaklah sebuah kekuasaan kehakiman 
yang saling berhubungan dan tidak perlu memiliki struktur lebih tinggi antara 
satu dengan lainnya, Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung sederajat 
sebagai lembaga tinggi negara. Melihat kedua model yang diadopsi 
Indonesia sangat memungkinkan terjadi benturan-benturan yang telah 
dipaparkan diatasnya.25 
Selain itu ada beberapa catatan penting terkait dengan sistem judicial 
review yang dianut oleh negara kita. Walaupun judicial review kita tidak 
memilih secara tegas sistem judicial kita tetapi lebih cenderung pada sistem 
civil law dengan menggunakan centralized system.  
1. Hal ini dapat dilihat bahwa proses judicial review di Indonesia tidak 
disentralisasikan ke pengadilan-pengadilan di bawahnya. 
 
25 Feri,dkk. op cit. hlm. 7. 
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2. Sejauh ini dalam proses judicial review Indonesia tidak menggunakan 
doktrin precedent atau stare decicis, karenanya hakim di Indonesia 
melaksanakan proses menguji dengan menafsirkan UU.  
3. Dan Indonesia pasca Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 telah 
menganut sistem pemisahan kekuasaan.  
Jika dilihat sejarahnya, walaupun saat ini Indonesia terlihat lebih 
cenderung ke model sentralisasi, namun tidak dapat dipungkiri Indonesia 
pernah menggunakan model desentralisasi dalam pengujian peraturan 
perundang-undangan dengan memberikan kewenangan judicial review ke 
pengadilan tingkat pertama dan banding sampai pada Mahkamah Agung. Hal 
ini terjadi sebelum adanya Perubahan UUD 1945 khususnya yang diatur 
dalam PERMA No 1 Tahun 1993. 
Dari ketentuan yang ada dalam UU No 14 Tahun 1985 tentang 
Mahkamah Agung menyebutkan bahwa Mahkamah Agung memutus 
permohonan Kasasi terhadap putusan pengadilan banding dan tingkat 
terakhir dari semua lingkungan peradilan. Ketentuan lain adalah pada Pasal 
43 UU No 14 Tahun 1985 yang menyebutkan bahwa permohonan kasasi 
hanya dapat diajukan, jika pemohon terhadap perkaranya telah 
menggunakan upaya hukum banding kecuali ditentukan lain oleh UUD. Dari 
ketentuan Pasal 43  tersebut tidak ada ketentuan dalam hal hak uji materiil 
harus melalui jalur Kasasi. 
Pasal 26 dan Pasal 43 UU No 14 Tahun 1985 26 maka dapat 
disimpulkan bahwa untuk melakukan judicial review terhadap UU ke bawah 
harus dilakukan melalui prosedur kasasi terlebih dahulu. Tetapi jika mengikuti 
ketentuan yang ada di kedua pasal tersebut maka akan mengalami kesulitan 
karena ketika perkara gugatan diajukan ke MA, maka perkara sudah diputus 
di Pengadilan Pertama dan Pengadilan banding. Sedangkan pengadilan 
 
26 Siti Fatimah. Praktik..op. cit. hlm. 80. 
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tingkat pertama jelas akan menolak dengan alasan tidak berwenang untuk 
melakukan pengujian, oleh karena itu menjadi kompetensi absolut Mahkamah 
Agung. 
Dari beberapa hal yang telah dijelaskan di atas, akan berpengaruh 
juga pada proses judicial review baik yang ada di Mahkamah Agung dan juga 
Mahkamah Konstitusi. Jika di lihat lebih jauh dalam hal judicial review di 
Mahkamah Agung ada yang menarik untuk dikaji yaitu pengujian Peraturan 
Daerah selanjutnya disingkat Perda. Pasca perubahan UUD 1945, perihal 
judicial review diatur secara jelas bahwa, Mahkamah Agung berwenang untuk 
menguji peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang terhadap 
Undang-Undang. Sehingga Perda merupakan kewenangan dari Mahkamah 
Agung untuk menguji apakah suatu peraturan yang telah dibuat bertentangan 
atau tidak dengan peraturan yang lebih tinggi. 
Namun yang menarik dari pengujian oleh Perda adalah, kewenangan 
untuk menguji tidak diberikan secara menyeluruh ke Mahkamah Agung, tetapi 
juga lewat pemerintah (executive review) atas dasar pengawasan terhadap 
jalannya pemerintahan di daerah. Dalam hal pembatalan oleh Pemerintah 
dan Mahkamah Konstitusi, peneliti akan menyajikan landasan yuridis 
diberikannya kewenangan pemerintah dalam hal pembatalan Perda dan 
pengujian oleh Mahkamah Agung. 
 
Pengujian Perda oleh Mahkamah Agung (Judicial Review) 
Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Hierarki 
Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Daerah itu jelas disebut sebagai 
salah satu bentuk peraturan perundang-undangan yang resmi dengan hirarki 
dibawah UU. Sepanjang suatu norma hukum yang dituangkan dalam bentuk 
peraturan sebagaimana yang dimaksud dalam UU No 10 Tahun 2004 
tersebut, dan tingkatannya berada dibawah Undang-Undang maka 
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sebagaimana ditentukan oleh Pasal 24 ayat 1 UUD 1945, pengujiannya 
hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah Agung, bukan lembaga lain.27 
Selain Mahkamah Agung, kewenangan judicial review juga dimiliki 
oleh Mahkamah Konstitusi yang berwenang menguji Undang-Undang 
terhadap UUD. Bila dikaitkan dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-
undangan yang diatur dalam Pasal 7 UU No. 10 Tahun 200428 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka Mahkamah Agung 
memiliki kewenangan menguji 3 (tiga) jenis peraturan perundang-undangan, 
yaitu: 1) Peraturan Pemerintah; 2) Peraturan Presiden; dan 3) Peraturan 
Daerah. Dasar kewenangan Mahkamah Agung dapat melakukan pengujian 
terhadap tiga jenis peraturan di atas dimuat dalam beberapa peraturan 
perundang-undangan. Mulai dari dasar konstitusional dalam Pasal 24A ayat 
(1) UUD 1945, kemudian Pasal 11 ayat (2) huruf b UU No. 4 Tahun 2004 
kemudian Pasal 11 ayat (2) huruf b UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan 
Kehakiman, selanjutnya Pasal 31 ayat (2) UU No. 5 Tahun 2004 tentang 
Mahkamah Agung memberi ukuran atau alasan suatu peraturan di bawah 
undang-undang dapat dibatalkan, yaitu: 1) karena bertentangan dengan 
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (aspek materil); atau 2) 
pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku (aspek formil). 
Untuk melaksanakan kewenangan pengujian peraturan perundang-
undangan, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah 
Agung yang telah disebutkan di atas yaitu (Perma) No. 1 Tahun 1999 tentang 
Hak Uji Materil yang sudah diganti dengan Perma No. 1 Tahun 2004. Bila 
ditinjau, Perma ini mempersempit kewenangan pengujian oleh Mahkamah 
Agung yang oleh UUD dan UU diberi kewenangan menguji materil dan formil 
peraturan perundang-undangan menjadi hanya melakukan pengujian materil 
 
27 Ibid hlm. 252. 
28 Lihat Pasal 7 UU No 10 Tahun 2004 
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terhadap materi muatan peraturan perundang-undangan. Hal ini berarti 
Mahkamah Agung tidak akan memeriksa atau menguji aspek formil 
penyusunan dan pembentukan peraturan perundang-undangan di bawah 
undang-undang, termasuk Perda.29 
Dalam tinjauan normatif dari Perma No. 1 Tahun 2004 ditemukan 
bahwa Perda atau peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang 
lainnya hanya dapat diajukan permohonan keberatan (pengujian) kepada 
Mahkamah Agung paling lambat sebelum 180 (seratusdelapanpuluh) hari 
setelah pengundangan peraturan tersebut.30 Batasan waktu ini tentu 
berimplikasi terhadap terbatasnya hak warganegara untuk mengajukan 
permohonan pengujian peraturan yang dianggap bermasalah dikemudian hari 
setelah 180 hari yang dibatasi oleh Mahkamah Agung tersebut. Tidak jelas 
benar dari mana asal muasal batas waktu 180 hari tersebut, dan mengapa 
tidak lebih cepat atau lebih lambat dari 180 hari juga tidak ada seleksi waktu 
yang dapat dimengerti secara rasional, karena bila syarat untuk mengajukan 
permohonan keberatan terhadap berlakunya suatu Perda adalah anggapan 
kerugian publik dari pemohon, maka potensi kerugian publik itu tidak bisa 
dibatasi waktunya. Bisa saja, misalnya Perda yang sudah berlaku selama 
satu tahun dianggap tidak bermasalah oleh masyarakat, kemudian dua atau 
tiga tahun atau beberapa tahun setelah berlakunya Perda tersebut baru 
menimbulkan masalah sosial, sehingga bila hal tersebut terjadi maka 
masyarakat kehilangan hak untuk mengajukan permohonan karena 
dipangkas oleh aturan yang dibuat oleh Mahkamah Agung secara sepihak. 
Salah satu kelemahan lagi dari Perma No. 1 Tahun 2004 tentang Hak Uji 
Materil oleh Mahkamah Agung adalah tidak diaturnya batas waktu proses 
 
29 www. Google.co.id. Teguh Adminto. Problematika Judicial Review di 
Indonesia. Diakses pada hari Selasa, 21 Juli 2009. Pukul 22.05 
30  Lihat Pasal 2 ayat (4) Perma Nomor 1 Tahun 2004 tentang Hak Uji Materiil. 
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pengujian peraturan perundangundangan, termasuk Perda, oleh Mahkamah 
Agung. 
 
Pengujian Perda oleh Pemerintah (Excecutive review) 
Dalam rangka pengawasan terhadap daerah, UU No. 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah memberi perintah bahwa Perda yang dibuat 
oleh DPRD bersama kepala daerah agar disampaikan kepada Pemerintah 
paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.31 Terkait dengan pembatalan 
Perda, Pasal 136 ayat (4) UU No. 32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa 
“Perda dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan 
perundang-undangan yang lebih tinggi.” Kemudian Pasal 145 ayat (2) UU 32 
tersebut menyebutkan “Perda yang bertentangan dengan kepentingan umum 
dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat dibatalkan 
oleh pemerintah.” Ayat (3)33 menyebutkan “Keputusan pembatalan Perda ... 
ditetapkan dengan Peraturan Presiden paling lama 60 (enam puluh) hari 
sejak diterimanya Perda...” selanjutnya ayat (5) menyebutkan “Apabila 
provinsi/kabupaten/kota tidak dapat menerima keputusan pembatalan Perda 
... dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh peraturan 
perundangundangan, kepala daerah dapat mengajukan keberatan kepada 
Mahkamah Agung.” 
Dalam rangka executive review, ada dua bentuk pengawasan yang 
dilakukan oleh pemerintah yaitu pengawasan preventif dan pengawasan 
represif.34 Pengawasan Represif adalah pengawasan yang dilakukan oleh 
 
31 Ni’matul Huda, Hukum Pemerintahan Daerah. Nusa Media, Bandung. 2009, 
hlm. 260. 
32 Lihat Pasal 145 ayat (2) UU No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan 
Daerah. 
33Lihat Pasal 145 ayat (3) UU No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan 
Daerah.  
34 Ni’matul Huda. ..op.cit. hlm. 106. 
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pemerintah pusat oleh suatu keputusan mempunyai akibat hukum, baik 
dalam bidang otonomi maupun tugas pembantuan.35Pengawasan Preventif 
adalah pengawasan yang bersifat struktural dan spesifik karena sebelumnya 
telah ditetapkan keputusan-keputusan mana saja yang harus disampaikan 
kepada pemerintah tingkat atas untuk memperoleh 
pengesahan.36Pengawasan preventif terhadap rancangan Perda APBD, 
pajak daerah dan retribusi daerah serta tata ruang kabupaten/kota dilakukan 
oleh gubernur, sedangkan Pengawasan preventif terhadap rancangan Perda 
APBD, pajak daerah dan retribusi daerah serta tata ruang provinsi dilakukan 
oleh pemerintah (pusat). Selanjutnya pengawasan represif dilakukan 
terhadap seluruh Perda yang sudah dibuat oleh pemerintah daerah, termasuk 
Perda yang pada dasarnya sudah dilakukan pengawasan preventif. Berbeda 
dengan judicial review Perda yang dilakukan oleh satu lembaga kehakiman, 
Mahkamah Agung, executive review Perda dalam bentuk pengawasan oleh 
pemerintah dilakukan melalui beberapa lembaga negara (departemen), yaitu 
Departemen Dalam Negeri, Departemen Keuangan terhadap Perda 
bermuatan keuangan, Kementerian Pekerjaan Umum terhadap Perda tata 
ruang, serta departemen sektoral sumberdaya alam terhadap Perda yang 
bermuatan sumberdaya alam. Tidak jarang proses evaluasi/pengujian Perda 
oleh pemerintah dilakukan lintas departemen yang dikoordinasikan oleh 
Departemen Dalam Negeri selaku “pembina” pemerintah daerah. Pengujian 
Perda merupakan kewenangan pemerintah dalam rangka pengawasan dan 
pembinaan terhadap penyelenggaraan otonomi daerah oleh pemerintah 
daerah.37 
 
35 Ni’ matul Huda, op cit... hlm. 248. 
36 Ibid, hlm. 247. 
37 www. Google, dalam pembahasan judicial review terhadap perda. Diakses 
pada tanggal 15 Juni pukul 12.20 WIB 
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Standar pengujian Perda oleh pemerintah berbeda dengan standar 
pengujian Perda yang dilakukan oleh Mahkamah Agung. Bila Mahkamah 
Agung menguji suatu Perda atas dasar apakah satu Perda bertentangan atau 
tidak dengan peraturan yang lebih tinggi dan apakah prosedur pembuatan 
Perda bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Pemerintah 
melakukan pengujian Perda dilakukan dengan standar yang lebih 
luas.Dikatakan lebih luas karena pemerintah menguji Perda tidak hanya 
didasarkan pada aturan hukum yang lebih tinggi dari Perda, tetapi juga 
didasarkan pada standar kepentingan umum.38 Kepentingan umum adalah 
aspek yang bersifat sosiologis daripada legalis. Sehingga pengujian terhadap 
kepentingan umum tergantung pada aspek keberlakuan berbagai macam 
jenis hukum dan norma sosial yang ada dalam masyarakat. Dalam 
penjelasan Pasal 136 ayat (4) UU No. 32 Tahun 200439 tentang Pemda 
disebutkan bahwa “Yang dimaksud dengan ‘bertentangan dengan 
kepentingan umum’ dalam ketentuan ini adalah kebijakan yang berakibat 
terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya pelayanan 
umum dan terganggunya ketenteraman/ketertiban umum serta kebijakan 




Dengan ketentuan Pasal 24C UUD 1945 dan UU No. 24 Tahun 2003, 
maka ada dua badan kehakiman yang menjalankan kewenangan ini: 
Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-
undang Dasar, sedangkan Mahkamah Agung menguji peraturan perundang-
 
38 Pasal 145 ayat (2) UU pemda yang menyatakan: “Perda yang bertentangan 
dengan kepentingan umumdan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat 
dibatalkan oleh pemerintah.” 
39 Lihat penjelasan Pasal 136 ayat (4) UU No. 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah 
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undangan di bawah undang-undang terhadap Undang-Undang. Selanjutnya, 
mengenai kewenangan hak uji tersebut oleh Mahkamah Agung, dikemukakan 
lagi pada Pasal 11 ayat (2)  huruf b dan ayat (3) UU No 4 Tahun 2004 
tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan: “Mahkamah Agung mempunyai 
kewenangan menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-
undang terhadap undang-undang. 
Mahkamah Konstituai berwenang mengadili pada tingkat pertama dan 
terakhir yang putusannya bersifat final untuk : 
a. Menguji undang-undang terhadap UUD 1945 
b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya 
diberikan oleh UUD 1945 
c. Memutus pembubaran partai politik 
d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilu 
e. “Mahkamah Konstitusi juga berkewajiban memeriksa, mengadili, dan 
memutus mengenai pendapat DPR bahwa Presiden atau Wakil Presiden 
telah melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan terhadap 
negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana, berat lainnya, atau perbuatan 
tercela, dan atau pendapat Presiden dan/atau wakil presiden tidak lagi 
memenuhi syarat sebagai Presiden/atau Wakil Presiden”. 
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